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BAB I  

 PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengatur bahwa ekonomi Islam melibatkan 

perilaku ekonomi yang berlandaskan pada prinsip ilahi, yang 
menyatakan bahwa kekayaan manusia sejatinya hanya dipercayakan 

dengan tujuan memberikan manfaat bagi kepentingan umat yang 

akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.
1
 Ekonomi Islam 

memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, dengan maksud 
mewujudkan kepentingan dalam berbagai aktivitas manusia.
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Sistem Ekonomi Syariah diterapkan melalui pembentukan 

Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah, yang memiliki peran krusial 
terutama dalam perkembangan sistem ekonomi kerakyatan. Pada 

permulaannya, pendirian Lembaga Keuangan Syariah menimbulkan 

keraguan di kalangan banyak orang. Pertama, banyak yang 

meragukan kemungkinan adanya sistem perbankan tanpa bunga 
(bebas bunga) sebagai sesuatu yang tidak dapat terwujud dan tidak 

umum. Kedua, timbul pertanyaan mengenai bagaimana lembaga 

keuangan tersebut akan mendanai kegiatan operasionalnya. Meskipun 
demikian, di sisi lain, Bank Islam dianggap sebagai opsi alternatif 

dalam menyusun sistem ekonomi Islam.
3
 

Isu-isu ekonomi dalam konteks agama Islam mengenalkan 
konsep ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. 

Tujuan dari konsep ini adalah untuk membawa umat manusia ke 

dalam kehidupan yang harmonis dan adil. Prinsip dasar yang telah 

ditetapkan oleh Islam terkait ekonomi mencakup standar kejujuran, 
kepercayaan, dan ketulusan.

4
 Praktisi perbankan menyadari bahwa 

Bank Syariah menyajikan berbagai produk yang sangat beragam, 

berbeda dengan Bank Konvensional yang utamanya berfokus pada 
produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana melalui kredit. Bank 

Syariah menawarkan beragam produk, terutama dalam hal 
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Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 113. 



 

2 

pembiayaan dan penyaluran dana, seperti mudharabah, musyarakah, 

murabahah, ijarah, dan produk-produk lainnya.
5
 

Pembiayaan dapat diartikan sebagai kepercayaan yang diberikan 

oleh pihak bank (shahibul maal) kepada nasabah untuk menjalankan 
suatu amanah. Ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan akan 

digunakan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan, dengan benar 

dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, 
hubungan ini diharapkan memberikan manfaat yang saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak.
6
 Penyaluran kredit 

merupakan salah satu kegiatan utama bank sebagai lembaga 
intermediasi. Dalam usaha penyaluran kredit, terdapat risiko berupa 

kemungkinan tidak kembalinya pinjaman dengan lancar. Untuk 

mengantisipasi hal tersebut, bank harus menerapkan prinsip kehati-

hatian dalam memberikan kredit atau pembiayaan, terutama dalam 
konteks prinsip syari'ah. 

Proses pemberian kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh 

BMT Mubarakah wajib didasarkan pada keyakinan yang muncul dari 
analisis mendalam terkait dengan I’tikad, kemampuan, dan 

kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah 
ditetapkan.
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Tabel 1.1 

Jumlah Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mubarakah 

Kudus  

Tahun 2019-2023
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Tahun Prosentase Pembiayaan Bermasalah 

2019 9,85% 

2020 9,75% 

2021 9,98% 

2022 2,26% 

2023 3,28% 

          

Menurut data dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa pembialyaan 
bermaslalah di BlMT Mublarakah mengalami fluktuasi. Pembiayaan 
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yang disalurkan olleh BMT Mubarakah tentu saja memiliki risiko, 

terutama jika nasabah tidak dapat mengembalikan dana, sehingga 

dapat terjadi pembiayaan bermasalah.
9
 Penyedia dan distributor 

pembiayaan, dalam upaya mengurangi risiko, akan melakukan 
evaluasi kelayakan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam 

mengembalikan pembiayaan. Hal ini melibatkan beberapa aspek 

penilaian agar bank memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang 
disalurkan akan digunakan sebagaimana mestinya dan akan 

dikembalikan oleh nasabah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
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Perbalnkan slyariah, dallam menentukan pemlberian pembialyaan, 
mengikuti prilnsip klehati-hlatian (Prudlential prinlciple) yalng tercermin 

dalam the five C's of Credit analysis. Prinsip ini merupakan suatu 

konsep klasik yang tetap relevan hingga saat ini untuk mencegah 

ketidakjujuran dari nalsabah plada saatl mengajukan pelmbiayaan. 
Prlinsip 5C melibatkan karakter terlkait itiklad bailk dalam memenuhi 

kewajiban, kapasitas yang menunjukkan kemamlpuan callon nasablah 

untuk memblayar angsulran, modal terkalit permlodalan naslabah, 
jaminan sebagai lagunan, dan kondisi ekonomi yang blerkaitan denlgan 

situasi keuanlgan nasalbah lpadal saat mengajukan pembiayaan.
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Evaluasi terhadap nasabah bertujuan untuk menljaga kuallitas 
pelmbiayaan, terutama dengan pertumbuhan jumlah penyaluran yang 

meningkat setiap tahunnya. 

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah oleh 

Koperasi, disebutkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan 

Pembiayaan Syari’ah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syari’ah (USPPS) diwajibkan untuk menjalankan 

kegiatlan usahla denglan menlerapkan Prinlsip Syaril’ah, prinsip l tata 

kelolla yangl bailk, prinsilp kehatil-hatilan, manajemeln rilsiko, keplatuhan 

syalri’ah, serta memat luhi peralturan yalng berklaitan dlengan 
pengelollaan uslaha simplan pinjalm daln pembilayaan syalri’ah.

12
 

Implementasi prinsip kehati-hatian merupakan hal yang krusial 

untluk menciptakan sistlem perlbankan yalng slehat, stalbil, daln kualt. 
Dukunlgan pengawasan terhaldap kegiatan perlbankan oleh Balnk 

                                                             
9 Ismail, Perbankan Syariah, 1st edn (Jakarta: Kencana, 2011), 105-107. 
10 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Press, 

2014), 94. 
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 Abdul Somad, Hukum Islam : Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2012), 135. 
12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 

11/PER/M.KUKM/XII/2017, 34. 
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Indonlesia, dengaln kewajiblan penerapan prinsipl kehlati-hatlian, 

menjadi solulsi terbaikl dallam menjalga danl meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan secara 

keseluruhan.
13

 
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari 

risiko pembiayaan macet (non-performing financing), yang pada 

akhirnya dapat berdampak pada kinerja bank syariah tersebut. 
Pembiayaan yang mengalami masalah atau sering disebut sebagai 

kredit macet adalah suatu situasi pembiayaan di mana terjadi 

penyimpangan utama dalam pembayaran kembali, menyebabkan 
keterlambatan dalam pengembalian dan memerlukan tindakan-

tindakan khusus selama proses pengembalian, dengan potensi 

kerugian yang mungkin terjadi. Sementara itu, karakteristik unik 

dalam manajemen risiko pembiayaan di perbankan syariah 
mencakup: 

1. Untuk transaksi Murabahah  

Bank syariah berhadapan dengan risiko murabahah, yaitu 
ketidakpenuhan pembayaran yang telah disepakati tepat waktu, 

padahal bank sudah melakukan penyerahan barang.  

2. Untuk transaksi Ba‟i al-Salam dan Istisna  
Bank berisiko mengalami kegagalan dalam menyediakan barang 

dengan kualitas dan spesifikasi sesuai pesanan atau tidak dapat 

menyediakan barang tepat pada waktu yang telah disepakati.  

3. Dalam kontrak Ijarah, bank menghadapi risiko kerusakan 
barang yang disewakan. Demikian pula, pada situasi di mana 

bank menyewa tenaga kerja dan kemudian menyewakannya 

kepada nasabah, timbul risiko kinerja yang tidak optimal dari 
penyedia jasa. 

4. Untuk Ijarah Muntahiayah Bit Tamlik (IMBT) 

Risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah membayar 

angsuran dalam jumlah besar di akhir periode, terutama terjadi 
dalam sistem pembayaran balon (balloon payment), di mana 

pembayaran angsuran besar dilakukan pada akhir periode.  

5. Untuk Mudharabah atau Musyarakah  
Resiko yang terkait dengan pembiayaan mudharabah dan 

musyarakah mencakup resiko bisnis dari usaha yang didanai. 

Sebagai shahibul mal, bank menghadapi risiko dari 
ketidakjujuran mudharib. Karakteristik khusus dari mudharabah 

atau musyarakah adalah bahwa bank tidak terlibat dalam 

                                                             
13 Mulyadi, Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) dalam 

Kerangka UU di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 3. 
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manajemen usaha mudharib atau musyarak, sehingga bank 

menghadapi kesulitan dalam melakukan penilaian dan 

pengendalian terhadap pembiayaan yang diberikan.
14

 

Menlurut Kalsmir, beberlapa faktolr dialnggap mempenglaruhi 
tlingkat pembilayaan bermlasalah, termasuk kurangnya ke 

telitian ldalam mlenganalisis debitlur, kekurangan pengalwasan olleh 

pilhak banlk, kuralng kemampuan dalam mlanajemen usaha, daln adanya 
deblitur ylang tidlak memiliki niat blaik untluk melmbayar atalu 

menglembalikan pinjalmannya.
15

 

Prilnsip penlyaluran pembliayaan menlcakup prlinsip keperclayaan 
dlan klehati-hatlian. Keperlcayaan dibeldakan menjladi kepercaylaan 

mulrni danl keplercayaan relserve. Keperclayaan mulrni merujuk pada 

pemblerian pemlbiayaan klepada mitra tanpa jaminan tambahan. Di sisi 

lain, kepercayaan reserve mengacu pada pembiayaan yang diberikan 
kepada mitra berdasarkan kepercayaan, namun dengan tingkat 

keyakinan yang kurang, sehinglga banlk ataul lemblaga keuanglan 

biasanya memintla jaminan berupla mlateri (seplerti BPKlB dlan 
sejenislnya). Dalam prakteknya, beberapa blank atlau lemblaga 

keualngan cenderung lelih memprioritaskan agunlan sebagai 

persyaratan utama dalam penyaluran pembiayaan.
16

 
Analisis kelayakan berdasarkan usaha melibatkan sejumlah 

aspek, seperti manajemen, pemasaran, produksi, hukum, keuangan, 

dan sosial ekonomi. Meskipun suatu usaha dianggap layak 

berdasarkan hasil analisis ini, belum tentu usaha tersebut layak untuk 
dibiayai. Hal ini dikarenakan layaknya tidak cukup hanya dari segi 

usaha, melainkan juga memerlukan analisis kelayakan pembiayaan 

yang mempertimbangkan faktor karakter, modal, kapasitas, kondisi 
ekonomi, dan jaminan (6C). Penerapan 6C bukan hanya sebagai 

syarat formal, melainkan menjadi bagian integral dalam kegiatan 

bisnis anggota, dengan memperhatikan aspek amalnah, kejujulran, daln 

kepelrcayaan dirli dari setiap caloln pemolhon pembiaylaan.
17

 
BMT Mubarakah merupakan lembaga simlpan pinljam yang 

menggunakan dalna dalri masylarakat dalam bentuk tablungan, dan 

                                                             
14 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), 90. 
15 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), 91. 
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Aksara, 2017), 87. 
17 Ridha Nugraha, Manajemen Pembiayaan Panduan Untuk Koperasi 

Syariah SDM Kementrian Koperasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 
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kemludian menyalurkannya kemlbali kepalda masyaraklat dalalm bentluk 

pemlbiayaan latau pinjalman. Pendirian BMlT Mubarakah bertujuan 

memberikan layanan daln pendalmpingan klepada maslyarakat uslaha 

keclil dlan mikrlo unltuk meningklatkan kuallitas hildup. Datla lapolran 
kolektablilitas pembilayaan di BMT lMubarakah menunljukkan balhwa 

terdapat masalah dalalm plroses lpengembalian, terutama 

keterlambatan pembayaran pembiayaan oleh mitra hingga tanggal 
jatuh tempo.

18
 

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa jumlah 

pembiayaan yang ada pada BMT Mubarakah tahun 2019 yaitu 
sebesar Rp. 218.359.712. Dimana pembliayaan ylang diberiklan BMT 

Mubarakah kepalda nlasabah ylang menglajukan pembliayaan dengan 

katerogi Lancar 831 orang sebesar Rp. 187.312.546, Kurang Lancar 

277 orang sebesar Rp. 9.528.000, dan kategori Tidak Lancar 125 
orang sebesar Rp. 21.519.166. Dari data tersebut di dapatkan bahwa 

NPF pada BMT Mubarakah Pat Sepakat yaitu sebesar 9,85%.
19

 

Sementara itu OJK dalam peraturannya Nomor 15/POJK.03/2017 
Tentang Penetapan Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum 

menetapkan bahwa risiko kredit bermasalah (NPF) yaitu tidak boleh 

melebihi 5%.
20

 NPF Pada Bank Syari’ah merupakan rasio antara total 
pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang 

disalurkan. Jadi semakin tinggi persentase rasio NPF maka semakin 

buruk kualitas aset pada Lembaga Keuangan tersebut. Berdasarkan 

Data tersebut membuat Penulis semakin tertarik untuk melakukan 
pengamatan lebih spesifik karena mengingat NPF pada Lembaga 

tersebut melebihi batas pembiayaan bermasalah yang ditetapkan olelh 

Otoriltas Jasla Keulangan. 
Kasus pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tingginya 

NPF (Nlon-Performinlg Finalncing) di Lembagla Keulangan Syalri'ah 

bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia perbankan. Namun, jika 

tidak ditangani dengan profesional, pembiayaan tersebut dapat 
menimbulkan dampak yang merugikan. Oleh karena itu, BMT 

Mubarakah, dallam melngelola keglialtan usahlanya, perllu meneralpkan 

plrinsip kehlati-hatilan dlan menjallankan analisis pembiayaan secara 
selektif terhadap calon nasabahnya. Penentuan pembiayaan harus 

                                                             
18 NI, Wawancara oleh penulis, tanggal 24 Juli 2024 
19

 Daokumentasi BMT Mubarakah Kudus, tanggal 24 Juli 2024 

  20 Peraturannya OJK Nomor 15/POJK.03/017 Tentang Penetapan 

Status Dan Tindak Pengawasan Bank Umum. 

 



 

7 

dilakukan secara cermat, dengan mempertimbangkan proposal 

pembiayaan nasabah atau calon nasabah. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya ketelitian 

dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, 
kurangnya kemampuan dalam manajemen usaha, dan adanya debitur 

yang tidak memiliki niat baik untuk membayar pinjamanya. Jadi 

dalam hal ini sangat penting bagi BMT Mubarakah untuk 
menerapkan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, berdasarkan 

permasalahan tersebut penelitian ini menerapkan prinsip kehati-

hatian dan menjalankan analisis pembiayaan secara selektif terhadap 
calon nasabah. 

Dalam upaya mengantisipasi risiko tersebut, BMT Mubarakah 

menetapkan syaralt-sylarat ylang halrus dipenuhi untukl mengajlukan 

pembilayaan. Pihak lembaga juga melakukan survei kepada calon 
nasabah terkait aspek ekonomi, menggulnakan prilnsip 6C (Character, 

Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy, dan Contrain), 

yang ditambah dengan prinsip syariah untuk menilai kelayakan 
pembiayaan. Analisis ini membantu BMT Mubarakah dalam 

mengukur kemlampuan callon pembayar angglota kle depannlya daln 

mengurangi lrisiko pembialyaan. Berdasarklan latalr belaklang di atas, 
penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang 

“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL 

PRINCIPLE) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH 

PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DI BMT 

MUBARAKAH KUDUS”. 

 

B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) 

dalam penyaluran pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah 
Kudus? 

2. Apa kendala dan solusi dalam penerapan prinsip kehati-hatian 

(prudential principle) dalam penyaluran pembiayaan konsumtif 
di BMT Mubarakah Kudus? 

3. Bagaimana penyaluran pembiayaan konsumtif pada BMT 

Mubarakah Kudus dalam perspektif ekonomi syariah? 
 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumulsan masallah ylang tlelah diuraikan, malka 

penellitian ilni bertujuan untuk : 
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1. Untulk mengetahui peneralpan prinlsip kehlati-hatilan (prudlential 

principlle) dalalm penyaluran pembiaylaan konslumtif di BMlT 

Mubarakah Kudus. 

2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan prinsip 
kehati-hatian (prudential principle) dalam penyaluran 

pembiayaan konsumtif di BMT Mubarakah Kudus. 

3. Untuk mengetahui penyaluran pembiayaan konsumtif pada BMT 
Mubarakah Kudus dalam perspektif ekonomi syariah. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan manfaat dalam 
perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat memperkuat serta 

menyempurnakan teori-teori yang sebelumnya sudah dijabarkan. 

Manfaat penelitian diharapkan memberikan pengetahuan 
mengenai penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle), 

kendala dan solusi dalam penyaluran pembiayaan konsumtif serta 

perspektif ekonomi syariah. Penelitian diharapkan dapat 
digunakan sebagai bacaan, referensi maupun acuan pada 

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktik 
Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang 

konkrit bagi penulis maupun pembaca untuk mengetahui prinsip 

kehati-hatian yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah 

dengan perspektif syariah. Penelitian ini dapat dimanfaatkan 
menjadi rujukan dalam penelitian yang akan datang. 

 

E. Sistematika Penulisan 

 Untulk memudalhkan penjelasan, pemahalman, daln penelaahlan 
poklok permasalahlan yalng akaln dibahlas, skrlipsi inli disulsun denlgan 

sistelmatika sebaglai beriklut: 

1. Bagian Awal 
Bagian penelitian ini berisi tentang halaman judul, 

pengesahan majelis ujian munaqosyah, pernyataan keaslian 

skripsi, abstrak, moto, persembahan pedoman transliterasi arab 
dan latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, 

dan dalftar gamlbar maupun grlafik. 
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2. Baglian Utama yang terdiri dari : 

BAB I   : Pendahuluan  
Yang terdiri dari latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, serta sistematika penulisan yang 

berfokus sesuai dengan judul penelitian. 

BAB II  : Kajian Teori 
Yang terdiri dari deskripsi teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir dan hipotesis. 

Pada deskripsi teori menjelaskan mengenai 
teori yang digunakan untuk mengkaji 

mengenai prinslip kehlati-haltian (prudential 

principle), pengelrtian lembaga keuangan 

syariah, pengertian BMT, jenis prinsip kehati-
hatian yang diterapkan, kemudian pelnelitian 

terdalhulu, daln kerlangka berfilkir. 

BAB III  : Metode Penelitian 
 Yang mencakup jelnis dan pendlekatan, poplulasi 

dan samlpel, identiflikasi varilabel, 

variabel loperasional, telknik pengumlpulan dlata, 
dan teklnik analilsis dlata. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Yang terdiri dari hasill peneliltian ylang 

mencakup gambalran objelk penellitian, analilsis 
dlata. Bagian pembahasan memblahas mengenai 

komparasi analisis data dengan teori maupun 

penelitian lain. 

BAB V  : Penutup 
Yang mencakup simpulan dan saran-saran 

yang disampaikan oleh peneliti yang sesuai 

dengan hasil pembahasan. 
3. Bagian Akhir 

 Baglian akhlir dalri penelitianl skriplsi inli belrisi tentlang 

dafltar pustalka serta lampirlan-lamlpiran dalam mengolah data 
analisis, statistik serta daftar riwayat hidup peneliti


